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Penelitian ini membahas mengenai pembentukan produk hukum daerah di daerah otonomi baru di Provinsi
Papua Tengah sebagai salah satu Provins baru di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
yang bersifat normatif dengan melakukan penelusuran atau pendekatan terhadap Peraturan Perundang-
undangan, studi pustaka dan untuk menunjang hal tersebut dilakukannya wawancara terhadap narasumber
terkait. Daerah Otonomi Baru mempunyai kondisi yang berbeda dengan Daerah Otonomi yang sudah lama
berdiri. Salah satu kondisi tersebut adalah tidak adanya lembaga pembentukan Produk Hukum Daerah yang
berwenang. Dalam penelitian ini menjelaskan mengena pembentukan daerah otonomi baru dan
pembentukan produk hukum daerah secara khusus peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Provinsi
Papua Tengah sebagai salah satu Provins baru di Indonesia mengalami permasalahan dalam pembentukan
produk hukum daerah secara khusus peraturan daerah provinsi, peraturan daerah khusus dan peraturan
gubernur. Hal ini dikarenakan kewenangan yang diberikan daripada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Perubahan K edua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi
Provins Papua dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
K ekosongan hukum merupakan salah satu permasalahan dalam penelitian ini. Hasil daripada wawancara
yang dilakukan untuk penelitian ini adalah Kondisi Provinsi Papua Tengah tidak bisa disamakan dengan
Provins yang sudah lama terbentuk. Untuk pembentukan produk hukum daerah, Provinsi Papua tengah
berwenang membentuk produk hukum daerah selain yang diperintahkan Undang-Undang dengan bentuk
produk hukum daerah yang lain. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan Ilmu dan Teori Peraturan Perundang-
undangan.

...... This research discusses the formation of regional legal products in the new autonomous region in Central
Papua Province as one of the new provinces in Indonesia. Thisresearch is normative legal research by
conducting searches or approaches to Legidative Regulations, literature studies and to support this,
interviews with relevant sources are conducted. The New Autonomous Region has different conditions from
the long-established Autonomous Region. One of these conditionsis the absence of an authorized regional
legal product formation institution. This research explains the formation of new autonomous regions and the
formation of regional legal products, specifically regional regulations and regional head regulations. Central
Papua Province as one of the new provinces in Indonesiais experiencing problems in the formation of
regional legal products, specifically provincial regional regulations, special regional regulations and
governor regulations. Thisis due to the authority given by Law Number 2 of 2021 concerning the Second
Amendment to Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for Papua Province and Law
Number 15 of 2022 concerning the Establishment of Central Papua Province. Legal vacancy is one of the
problems in this research. The results of interviews conducted for this research are that the conditions of
Central Papua Province cannot be compared to provinces that have been established for along time. For the
formation of regional legal products, Papua Province has the authority to form regional legal products other
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than those ordered by law with other forms of regional legal products. But thisis not in accordance with the
Science and Theory of Legislation.



